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ABSTRACT 
 
This thesis focuses on the government's policy on food products from Malaysia is associated 
with the consumer protection (Studies In Kota Pontianak). From the authors of a study using 
sociological research methods, it is concluded: 1) .Bahwa in principle the government's 
policy of protecting consumers has been stated in various kinds of legislation, for example, 
Law No. 5 year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business 
Competition; Law No. 8 of 1999 on the Protection of the consumer; Law No. 30 Year 1999 
on arbitrating and Alternative Dispute REMEDY; Law No. 12 of 1997 on Copyright; Act No. 
13 of 1997 on Patents; Law No. 14 of 1997 regarding Mark and others, specifically the 
protection of consumers against food products from Malaysia have also been protected 
through Regulation of the Head of Drug and Food Supervisory Agency Number 
HK.03.1.5.12.11.09955 of 2011 on Processed Food Registration, which essentially requires 
the business to register its food products either from domestic or abroad to be tested 
kelayakanya order to maintain the security and the health and safety of consumers. 
Government policies to protect consumers against food products derived from Malaysia at the 
normative level is met. This means that if the food products enter the market correctly means 
that the food is guaranteed and secured by the Food and Drug Administration Center will be 
standard and quality. By contrast, if the food products entering kepasaran without proper 
administrative process, so that the government policy to suppress and minimize the 
circulation of food products only with a raid-razia.2) .Bahwa legally, consumers can not sue 
on the basis of Law Law No. 8 of 1999, when food products from Malaysia has been 
disturbing adverse health consumers. This is because it is not known exactly who the 
importers, distributors or agents who market food products from the Malaysian market. In the 
language of Law No. 8 of 1999 businesses are not known, so it is not clear who complained 
or sued both the Consumer Dispute Settlement Board or the courts. "Legal vacuum" in this 
issue occurs, Act - Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection is not set, so would not want or 
like it or not consumers remain disadvantaged position. If a lawsuit to protect the consumer 
can not be done through Law No. 8 of 1999, according to the author is the only way to do 
through the agency lawsuit in the District Court on the basis of a tort lawsuit in which 
consumers sued the sellers (supermarkets, mini markets and other -Other) as stipulated in 
article 1365 of the Civil Code. 3) .Bahwa factors that lead to permanent circulation of food 
products in Malaysia illegally Pontianak City is the geographical conditions of the region 
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perabatasan West Kaliman with Malaysia, weak law enforcement, supervision is not optimal 
(insedentil) and weak consumer awareness and limited knowledge consumers of regulations 
made by the government, especially the Food and Drug Administration causing consumers to 
keep buying and consuming the food product although not through due diligence. 
 
ABSTRAK 
Tesis ini menitikberatkan pada kebijakan pemerintah terhadap produk pangan yang 
berasal dari Malaysia dikaitkan dengan perlindungan konsumen (Studi Di Kota 
Pontianak). Dari peneltian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum 
sosiologis, diperoleh kesimpulan: 1).Bahwa pada prinsipnya kebijakan pemerintah dalam 
melindungi konsumen telah tertuang dalam berbagai macam peraturan perundang-
undangan, contohnya Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat; Undang Undang No. 8 tahun 1999 
Tentang Perlindungan konsumen; Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang 
Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa ;Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 
tentang Hak Cipta ; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten; Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan lain sebagainya,  khusus perlindungan 
konsumen terhadap produk pangan yang berasal dari Malaysia juga sudah terlindungi 
melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
 HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan , yang intinya 
mewajibkan pada pelaku usaha untuk mendaftarkan produk pangannya baik berasal dari 
dalam negeri maupun luar negeri agar dapat diuji kelayakanya demi menjaga kemanan 
dan kesehatan serta keselamatan konsumen. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam 
melindungi konsumen terhadap produk-produk pangan yang berasal dari malaysia pada 
tataran normatif sudah terpenuhi. Artinya jika produk-produk pangan tersebut masuk ke 
pasaran secara benar berarti pangan tersebut sudah terjamin dan dijamin oleh Balai 
Pengawasan Obat dan Makanan akan standard dan mutunya. Berbeda halnya jika 
produk-produk pangan tersebut masuk kepasaran tanpa proses adminitrasi yang benar, 
sehingga kebijakan pemerintah untuk menekan dan meminimalisir beredarnya produk-
produk pangan tersebut hanya dengan melakukan razia-razia.2).Bahwa secara yuridis, 
konsumen tidak dapat  menggugat dengan dasar  Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 , 
apabila  produk pangan dari Malaysia tersebut telah menganggu kesehatan yang bersifat 
merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena tidak diketahui secara persis siapa 
importir, distributor atau agen yang memasarkan produk pangan asal Malaysia tersebut 
dipasaran. Dalam bahasa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 pelaku usaha tidak 
dikenal, sehingga tidak jelas siapa yang akan diadukan ataupun digugat baik di Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun lembaga pengadilan. “kekosongan hukum” 
dalam persoalan ini terjadi, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen tidak mengaturnya, sehingga mau tidak mau atau suka tidak 
suka posisi konsumen tetap dirugikan.  Apabila gugatan untuk melindungi konsumen 
tidak dapat dilakukan melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka menurut 
penulis satu-satunya cara gugatan di lakukan melalui lembaga Pengadilan Negeri dengan 
dasar gugatan perbuatan melawan hukum, dimana konsumen menggugat pihak penjual 
(super market, mini market dan lain-lain) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 
KUHPerdata. 3).Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tetap beredarnya produk-
produk pangan illegal Malaysia di Kota Pontianak adalah kondisi geografis wilayah 
perabatasan Kaliman Barat dengan Malaysia, penegakan hukum yang lemah, 
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pengawasan yang tidak optimal (insedentil) dan kesadaran konsumen yang lemah serta 
keterbatasan pengetahuan konsumen atas regulasi yang dibuat oleh pemerintah 
khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan menyebabkan para konsumen tetap 
membeli dan mengkonsumsi produk pangan tersebut meskipun tidak melalui uji 
kelayakan. 
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A. Latar belakang Penelitian 
Eksistensi kedaulatan sebuah negara  selalu dimaknai dengan adanya suatu wilayah 
dan luas wilayah yang menjadi tanggungjawab serta  kekuasaan untuk memerintah. Negara 
memposisikan diri sebagai otoritas yang mampu menegakan seluruh aturan dan melindungi 
seluruh kepentingan setiap warga negara. Norma dasar sebagaimana yang tertuang dalam 
pasal 25 A UUD 1945 secara tegas mengatakan bahwa negara kesatuan republik indonesia 
adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan 
hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. 
Implisitas dari norma tersebut mengandung suatu pengakuan bahwa negara 
indonesia tidak berdiri sendiri dalam suatu dunia yang besar, melainkan ada negara-negara 
lain yang masing-masing mempunyai kedaulatannya sendiri-sendiri. Konsekuensi logis 
pertemuan antara dua negara atau lebih, mengakibatkan adanya batasan-batasan antara 
wilayah suatu negara dengan negara lain. Dalam konsep ketatanegaraan wilayah-wilayah 
yang berdampingan dengan negara lain sering disebut dengan wilayah perbatasan. 
Sebagai bagian dari negara Indonesia, Kalimantan Barat berbatasan secara langsung 
dengan negara Malaysia, dimana dinamika kehidupan dalam sejarah perkembangannya 
hingga sampai saat ini selalu bertautan baik dari sisi budaya, sosial maupun ekonomi. Oleh 
karena itu, didalam praktek tata pemerintahan selalu terjadi hubungan-hubungan yang 
mengarah pada kesepakatan-kesepakatan berupa kerja sama dalam segala bidang seperti 
adanya Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia  (SOSEK MALINDO) atau Basic Arrangement 
on Border Crossing”.  dan persetujuan  Basic Arrangement on Trade and Economic 
Relations”, yang telah ditanda tangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah 
Malaysia pada Tanggal 11 Mei 1967 atau Perjanjian Perdagangan Lintas Batas Antara 
Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia tahun 1970 yang pada intinya 
memberikan pedoman bagaimana hubungan perdangangan dapat dilakukan secara baik dan 
5 
 
tidak melanggar aturan-atuan yang ditetapkan oleh kedua negara bagi penduduk di kawasan 
perbatasan. 
Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi, dalam skala besar barang-
barang produk Malaysia sering dijumpai hampir di seluruh wilayah Kalimantan Barat, 
terutama pada produk susu serta makan-makanan ringan yang dijual secara bebas di dalam 
swalayan ataupun pada toko-toko makanan. Pada satu sisi kondisi ini tentu sangatlah baik 
karena masyarakat mempunyai pilihan pada sebuah produk makanan, akan tetapi pada sisi 
lain terkandung kekuatiran tentang standard mutu barang makanan yang datang dari negeri 
Malayasia tersebut karena menyangkut pada kesehatan, yang pada akhirnya akan merugikan 
masyarakat selaku konsumen. 
Upaya untuk melindungi konsumen dari barang-barang yang datangnya dari luar, 
maka dibentuklah suatu aturan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan dengan 
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK. 
00. 05. 1. 2569 tentang Kreteria Dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan, dimana 
tujuannya adalah untuk meniliai suatu produk pangan agar layak di konsumsi oleh 
masyarakat sebelum diedarkan serta  untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk 
pangan yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan, keamanan, mutu, dan 
gizi serta label pangan. 
Untuk mempermudah masyarakat menilai produk pangan yang sudah layak untuk 
dikonsumsi atau tidak serta telah dilakukan pengujian terhadap produk pangan tersebut, di 
dalam pasal 16 ayat 3 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik 
Indonesia Nomor: HK. 00. 05. 1. 2569 dinyatakan Nomor pendaftaran pangan produk dalam 
negeri diberi tanda BPOM RI MD dan nomor pendaftaran pangan produk impor diberi tanda 
BPOM RI ML. Dengan demikian setiap produk pangan pada setiap kemasannya harus 
mencantumkan kode atau tanda tersebut disertai dengan angka 12 digit. 
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Untuk di Kota Pontianak, peredaran barang-barang berupa produk pangan 
khususnya yang datang Malaysia sangat mudah dijumpai dan ternyata berdasarkan hasil pra 
peneltian penulis di beberapa tempat yang menjual barang-barang tersebut tidak dijumpai 
didalam kemasannya kode atau tanda sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan aturan yang 
berlaku. Ini artinya, barang-barang tersebut tidak terdaftar di BPOM dan tidak melalui 
pengujian terlebih dahulu. Kondisi seperti ini sangat jelas merugikan konsumen apabila 
terjadi suatu akibat dari mengkonsumsi produk pangan tersebut. Konsumen tidak bisa 
menuntut dan meminta pertangungjawaban produsen selaku pelaku usaha karena berada di 
luar wilayah hukum indonesia dan konsumen juga tidak bisa menuntut dan meminta 
pertanggungjawaban para distributor karena memang tidak diketahui orang dan alamat yang 
pasti sebagai akibat tidak didaftarkan produk pangan tersebut kepada BPOM. Dengan 
demikian seluruh produk pangan yang tidak terdaftar dan tidak mempunyai kode atau tanda 
dapat diklasifikasi sebagai barang illegal. 
Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
peneltian dalam bentuk tesis dengan judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP 
PRODUK PANGAN YANG BERASAL DARI MALAYSIA DIKAITKAN DENGAN 
PERLINDUNGAN KONSUMEN ( STUDI DI KOTA PONTIANAK) 
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B. Rumusan Masalah Peneltian 
 
Berdasarkan uraian pada latar belakang peneltian di atas, maka dirumuskan masalah 
penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah kebijakan terhadap produk pangan yang berasal dari Malaysia 
dikaitkan dengan perlindungan konsumen.. 
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diberikan pada kosumen terhadap 
produk pangan asal Malyasia yang tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku. 
3. Mengapa produk pangan asal Malaysia yang tidak memenuhi aturan-aturan yang 
berlaku tetap beredar di Kota Pontianak. 
 
PEMBAHASAN 
 
A. Kebijakan Pemerintah Terhadap Produk Pangan Yang Berasal Dari Malaysia 
Dengan Perlindungan Konsumen. 
Dalam konsep David M. Trubek
1
 perjanjajian perdagangan Lintas Batas antara 
Indonesia dan Malaysia merupakan pengelomopkan organisasi ekonomi dan struktur hukum, 
yakni: 
1. hukum di dalam suatu sistem pasar murni, kerikatan secara sukarela. Dalam 
sistem ini, ekonomi secara jelas dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, sistem 
ekonomi diterima sebagai suatu sub-sistem yang berdiri sendiri dan mampu 
bekerja dengan campur tangan negara yang minimal. 
2. Hukum di dalam sistem komando murni, ketrkaitan yang tidak suka rela. Di 
dalam sistem ekonomi komando, tidak akan dijumpai pemisahan antara negara 
dan ekonomi, ekonomi tersebut jadi saru dalam negara. 
                                                          
1
 David M. Trubek. Terjemahan oleh Satjipto Rahardjo, to ward a social theory of law, Jurna 1 Tahun 
1972, hal. 24 
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3. Hukum di dalam ekonomi campuran, didalam sistem ini pasar masih 
dipertahankan, akan tetapi semata-mata sebagai alat politik ekonomi atau sebagai 
alat pengukur bagi tindakan negara yang diinginkan. 
Klasifikasi yang dikemukan oleh Trubek diatas apabila dikaitkan dengan sistem 
ekonomi yang sedang berjalan di Indonesia sekarang tampaknya indonesia menganut 
ekonomi campuran. Hal ini didasarkan karena pasar dibiarkan tetap tumbuh dan berkembang 
akan tetapi diatur suatu regulasi-regulasi oleh negara dan pemerintah. Artinya hukum menjadi 
satu acuan untuk menggerakkan pasar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  Satipto 
Rahardjo
2
 mengemukakan bahwa konsep hukum yang mempunyai pengaruh terhadap 
pengembangan kehidupoan perekonomian adalah :  
1. Prediksi, hukum mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran yang 
pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan 
pada waktu sekarang. Peraturan hukum itu pada hakekatnya selain merupakan 
pelembagaan hubungan-hubungan sosial dalam bentuk streotif-streotif, juga 
menjamin bahwa akibat tindakan-tindakan yang dirumuskan dalam peraturan itu 
kemudian hari dapat direalisasikan. 
2. Kemampuan Prosedural, pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan 
hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik. Dalam pengertian 
hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan hukum dan perundang-
undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para 
pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk arbitrase, konsiliasi, dan lain 
sebagainya. 
3. Kodifikasi dari pada tujuan, perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu 
kodifikasi maksud dan tujuan serta sebagai yang dikehendaki oleh negara, di 
                                                          
2
 Satipto Rahardjo, Hukum dan Pembangunan, Alumni Bandung, 1980 hal 146 
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bidang ekonomi kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan 
di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak 
langsung mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perekonomian, seperti 
Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Perbankan, dan 
lain-lainnya. Perumusan yang jelas serta dibantu oleh teknik perundang-
undangan yang baik akan membantu pihak-pihak di luar pemerintahan untuk 
memahami tujuan pemerintah dengan seksama serta dengan demikian akan dapat 
menyesuaikan tindakannya ke arah yang diberikan oleh Undang-Undang. 
4. Penyeimbang, keinginan untuk mempertahankan hak-hak pribadi sebagai 
komitmen terhadap rule of law dan hak asasi manusia sering bertentangan 
dengan tuntutan pembangunan ekonomi. Dengan demikian maka sistem hukum 
yang didukung oleh pelakunya baik hukum materiil maupun formal merupakan 
suatu kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang 
bertentangan di dalam masyarakat, ia memberikan kesadaran akan keseimbangan 
(sense of propation) dalam usaha negara melakukan pembangunan ekonomi. 
5. Akomodasi, perubahan yang cepat sekali pada hakekatnya akan menyebabkan 
hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antar individu 
maupun kelompok dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya 
menghendaki dipulihkannya keseimbangan melalui sistem hukum.    
Lebih lanjut dijelaskan bahwa sistem ekonomi ekonomi pasar, sifat hukumnya harus 
otonom terhadap negara. Sistem hukum yang otonom ini akan mewakili strukturnya yang 
berkarakteristik seperti adanya peraturan-peraturan secara umum yang diterapkan secara 
seragam kepada semua pelaku-pelaku ekonomi, maka hukum yang efektif dalam sistem 
ekonomi pasar adalah hukum yang tidak membatasi tingkah laku dengan paksaan tetapi harus 
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juga melakukan ajakan pada pelaku ekonomi untuk memenuhi aturan yang ada tanpa 
mempergunakan paksaan.
3
 
Dalam tataran globalisasi bisnis yang begitu progresif, maka akomodasi terhadap 
hukum yang dapat mendukungnya adalah model hukum bertipe responsif, yang lebih menitik 
beratkan pada aspek-aspek praktis adaptif sehingga implementasinya akan bersinergi atau 
tumbuh dengan basis sosial perkembangan bisnis.
4
 
Perroux dalam Sudono Sukirno menyatakan Pole of Growth (pusat pertumbuhan) 
yakni pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang sama, kemunculannya 
hanya terjadi di beberapa tempat atau pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda, ia 
berkembang melalui saluran yang berbeda, dengan akibat akhir yang ditimbulkannya yang 
berbeda pula terhadap keseluruhan perekonomian. Jika dicermati pendapat ini dalam konteks 
wilayah perbatasan yang ada di Kalimantan Barat, maka teori ini berbanding terbalik dengan 
fakta-fakta yang ada. Intensitas perdagagan yang cukup tinggi tidak dibarengi dengan tingkat 
pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat perbatasan itu sendiri.  
Menyikapi peredaran produk-produk pangan Malaysia yang tidak terdaptar dan tidak 
dilakukan uji kelayakan oleh pemerintah melalui badan Pengawas Obat dan Makanan 
diperlukan suatu kebijakan yang mengedapankan kepentingan masyarakat sebagai konsumen. 
Menurut  Wiliam N. Dunn
5
 yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah pedoman yang 
berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung 
tindakan-tindakan pemerintah dalam yurisdiksinya. 
Tindakan-tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud oleh wiliam N Dunn, 
menurut HJ. Roemeijin
6
 adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ 
                                                          
3
 Satiptjo Rahardjo, Ibid, hal. 191 
4
 Zudan Arief Fakrulloh, Membangun Hukum Yang Berstruktur Sosial Indonesia Dalam Kancah 
Trends Globalisasi, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 55. 
5
 Wiliam N. Dunn dalam (ibnu Syamsi). Loc Cit 
6
 Dalam Juniarso Ridwan dan Ahmad S. Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan 
Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2009, hal. 141 
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administrasi dalam keadaan khusus dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum . akibat 
hukum yang lahir dari tindakan hukum adalah dampak yang memiliki relevansi dengan 
hukum seperti penciptaan hubungan hukum baru, perubahan atau pengakhiran hubungan 
hukum yang ada. 
Suatu kebijakan yang diterapkan secara subyektif yang dalam operatifnya 
merupakan suatu penggarisan ketentuan yang bersifat pedoman, pegangan, bimbingan untuk 
mencapai kesepahaman dalam maksud/cara/sarana bagi setiap usaha dan kegiatan 
sekelompok manusia berorganisasi sehingga terjadi dinamika gerakan tindakan yang terpadu, 
sehaluan dan seirama dalam mencapai tujuan tertentu.
7
 
Suatu kebijakan tidak akan memberikan pengaruh bila sekedar ditentukan atau 
diputuskan, namun pelaksanaan atau implementasi yang menjadikannya berubah. 
Implementasi harus memiliki sasaran dan tujuan yang terukur agar pelaksana dapat mengerti 
apa yang ingin dicapainya. Implementasi kebijakan sebenarnya dapat dilakukan dengan 2 
9dua) pendekatan yaitu top down dan botton up. Pendekatan top down dilakukan secara 
tersentralisasi dimana keputusan-keputusan dari tingkat pusat, sedangkan botton up 
merupakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus 
dilaksanakan oleh birokrat yang berada di level bawah. 
Implementasi kebijakan dalam rangka perlindungan konsumen terhadap produk-
produk pangan dari Malaysia sebenarnya tersentralisir dari pusat dengan mengeluarkan 
keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang membentuk dan memberikan kewenangan 
kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan agar konsumen terlindungi dari produk-
produk yang belum di uji kelayakannya dan selanjutnya kepala Badan Pengawasan Obat dan 
Makanan diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam 
                                                          
7
 Ermaya, Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Kondisi era Globalisasi, Ramadhan, 
Bandung, 1993, hal. 192 
12 
 
suatu keputusan sebagai wujud dari perlindungan konsumen. Mater
8
 menyatakan faktor-
faktor yang mendukung implementasi suatu kebijakan tidak lain adalah standard dan tujuan, 
sumber daya, pelaksana, komunikasi , sikap para pelaksana dan situasi ekonomi, sosial dan 
politik.  
Pada prinsipnya kebijakan pemerintah dalam melindungi konsumen telah tertuang 
dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, contohnya Undang Undang No. 5 
tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat; 
Undang Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen; Undang Undang No. 30 
Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa ;Undang-undang Nomor 
12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta ; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten; 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan lain sebagainya,  khusus 
perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang berasal dari Malaysia juga sudah 
terlindungi melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
 HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan , yang intinya 
mewajibkan pada pelaku usaha untuk mendaftarkan produk pangannya baik berasal dari 
dalam negeri maupun luar negeri agar dapat diuji kelayakanya demi menjaga kemanan dan 
kesehatan serta keselamatan konsumen. 
Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap produk-
produk pangan yang berasal dari malaysia pada tataran normatif sudah terpenuhi. Artinya jika 
produk-produk pangan tersebut masuk ke pasaran secara benar berarti pangan tersebut sudah 
terjamin dan dijamin oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan akan standard dan mutunya. 
Berbeda halnya jika produk-produk pangan tersebut masuk kepasaran tanpa proses 
adminitrasi yang benar, sehingga kebijakan pemerintah untuk menekan dan meminimalisir 
beredarnya produk-produk pangan tersebut hanya dengan melakukan razia-razia. 
                                                          
8
 Mater, Pengantar Analisis kebijakan Negara (terjemahan Solichin), Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 
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Menurut James. E. Anderson
9
, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat 
tidak mematuhi kebijakan pemerintah yakni; 1). Perundangan atau kebijakan yang kurang 
mengikat. 2). Ketidaksesuaian gagasan atau pemikiran terkait dengan kebijakan. 3). Adanya 
keinginan untuk mencari keuntungan dari kebijakan. 4). Ketidakpastian atau ketidakjelasan 
ukuran kebijakan. 5). Bertentangan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas 
atau kelompok tertentu dalam masyarakat. 
Kerangka berpikir Anderson di atas, jika dikaitkan dengan peredaran produk-produk 
pangan Malaysia yang tidak terdaftar bukan karena 5 (lima) faktor tersebut, melainkan 
masyarakat yang menjadi pelaku usaha dengan dasar keuntungan yang banyak berani 
melanggar aturan-aturan yang telah ditetap.  Oleh karrena itu, upaya perlindungan konsumen 
terhadap produk pangan asal Malaysia, dapat dilakukan oleh pemerintah menurut  Ading 
Suryana
10
 adalah : 1). Registrasi dan penilaian. 2). Pengawasan distribusi. 3). Pembinaan. 4). 
Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga. 
B. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Pada Konsumen Terhadap Produk 
Pangan Asal Malaysia Yang Tidak Memenuhi Aturan-Aturan Yang Berlaku. 
Di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
diatur mengenai kelembagaan perlindungan konsumen guna mengaktualisasikan 
perlindungan konsumen sendiri demi mencapai kepastian hukum. Kelembagaan yang diatur 
dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdiri dari 2 (dua) lembaga yaitu : 1. Badan 
Perlindungan Konsumen Nasional, 2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, 3. Lembaga 
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 
1.  Badan Perlindungan Konsumen Nasional 
                                                          
9
 James. E. Anderson, Pblic Polcy Making. An introduction (second Edition), Texas A&M University, 
1994. Hal. 73 
10
Ading suryana, Upaya Pemerintah Dalam Peningkatan Perlindungan Konsumen produk Pangan, 
Makalah, UGM, Yogyakarta 10 juni 1989 hal.2 
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Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk berdasarkan amanat 
Pasal 43 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP No. 57 
Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Lembaga ini dibentuk untuk 
membantu upaya pengembangan perlindungan kosumen  Untuk menjalankan fungsi tersebut 
maka Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas: 
a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan 
kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen; 
b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundangundangan yang 
berlaku di bidang perlindungan konsumen; 
c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan 
konsumen; 
d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; 
e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan 
memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;  
f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga 
perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;  
g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. 
Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur: 
a. pemerintah; 
b. pelaku usaha; 
c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; 
d. akademis; dan 
e. tenaga ahli. 
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2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 
BPSK adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di seluruh Kabupaten dan 
Kota yang mempunyai fungsi "menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan". 
Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur Pemerintah, konsumen dan unsur pelaku usaha. BPSK 
diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian 
hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak 
benar. Selain itu dapat pula menjadi akses untuk mendapatkan informasi serta jaminan 
perlindungan hukum yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha. Dalam penanganan dan 
penyelesaian sengketa konsumen, BPSK berwenang melakukan penelitian dan pemeriksaan 
terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil uji laboratorium, dan bukti-bukti lain, baik 
yang diajukan oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha. 
Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, mengamanatkan pembentukan lembaga yang akan menyelenggarakan 
perlindungan konsumen, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan 
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), sehingga melalui fungsi, 
tugas dan wewenang dari kedua lembaga tersebut diharapkan dapat mewujudkan 
perlindungan konsumen yang bersifat preventif. Sedangkan dalam memberikan perlindungan 
konsumen yang bersifat represif yaitu melalui pengaturan tanggung jawab pelaku usaha 
untuk memberi ganti rugi kepada konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 s/d Pasal 28 
yang lebih dikenal dengan sebutan tanggung jawab perdata dan lembaga yang diamanatkan 
oleh Undang-undang perlindungan konsumen yang akan memberikan perlindungan yang 
bersifat represif adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 
Peran BPSK dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen merupakan ujung 
tombak di lapangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang telah dirugikan  
atau yang telah menderita sakit. Perlindungan yang diberikan oleh lembaga BPSK kepada 
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konsumen adalah melalui penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dan 
juga melalui pengawasan terhadap setiap pencantuman perjanjian atau dokumen yang 
mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen. BPSK dalam hal ini berfungsi 
ganda, disatu sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan 
yudikatif untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan disisi lain diberikan kewenangan 
eksekutif kepada BPSK untuk mengawasi pencantuman klausula baku yang dibuat sepihak 
oleh pelaku usaha. 
Proses penyelesaian sengketa konsumen secara perdata melalui BPSK dilakukan 
dengan konsiliasi atau mediasi atau arbitrase, yang bersifat non litigasi. Sedangkan proses 
penyelesaian sengketa perdata melalui badan peradilan umum, bersifat litigasi. Prinsip dasar 
penyelesaian, di BPSK antara lain : 
1. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK berdasarkan pilihan sukarela 
para pihak yang bersengketa. Bilamana para pihak telah sepakat memilih BPSK 
sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka para pihak untuk kedua kalinya 
harus sepakat untuk memilih salah satu dari cara penyelesaian sengketa yang 
berlaku di BPSK, yakni dengan cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase. 
2. Bukan berjenjang, Jika konsumen dan pelaku usaha telah sepakat memilih cara 
penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi dan ternyata tidak terdapat 
penyelesaian, maka sengketa tidak dapat diajukan penyelesaiannya dengan cara 
mediasi atau arbitrase. 
3. Penyelesaian oleh Para Pihak, Bilamana para pihak telah sepakat memilih cara 
penyelesaian secara konsiliasi atau mediasi, maka penyelesaian sepenuhnya 
berada ditangan para pihak baik mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi secara 
pembayaran tunai atau cicilan. Majelis BPSK hanya bersifat fasilitator yang 
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wajib memberikan masukan, saran, dan menerangkan isi Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen. 
4. Penyelesaian oleh Majelis, Bilamana para pihak sepakat memilih penyelesaian 
secara arbitrase, maka penyelesaian sepenuhnya penyelesaian diserahkan 
kepada Majelis BPSK baik bentuk dan besarnya ganti rugi. 
5. Tanpa Pengacara, Pada prinsipnya penyelesaian sengketa konsumen melalui 
BPSK tanpa lawyer (pengacara), hal ini mengingat yang ditonjolkan dalam 
proses penyelesaian sengketa adalah musyawarah kekeluargaan, bukan masalah 
aspek hukum yang ketat, kaku karena putusan yang diharapkan di BPSK adalah 
win-win solution. 
6. Murah, Cepat dan Sederhana, Penyelesaian sengketa di BPSK tidak dipunggut 
biaya, baik kepada konsumen maupun pelaku usaha, sedangkan waktu 
penyelesaiaannya relatif cepat, yakni selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari 
kerja sudah diterbitkan putusan BPSK. 
Keanggotaan BPSK diwakili dari 3 (tiga) unsur, yang terdiri dari unsur pemerintah, 
unsur pelaku usaha, dan unsur konsumen. Unsur pelaku usaha berasal dari 
perkumpulan/organisasi atau asosiasi pelaku usaha, sedangkan unsur konsumen berasal dari 
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang telah terdaftar dan 
diakui oleh Bupati atau Walikota atau Dinas setempat. Jumlah keanggotaan BPSK paling 
sedikit 9 orang dan setiap unsur diwakili 3 orang, dan paling banyak 15 orang yang setiap 
unsur diwakili 5 orang. Selanjutnya BPSK berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang 
berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, khusus 
untuk Ibukota DKI Jakarta BPSK berkedudukan daerah tingkat I/Provinsi. 
Tugas dan fungsi BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang antara lain : 
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a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara 
melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; 
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 
c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 
d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam 
Undangundang; 
e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang 
terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; 
g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 
perlindungan konsumen; 
h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang 
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undangundang ini; 
i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, 
atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak 
bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; 
j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain 
guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 
k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak 
konsumen; 
l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 
terhadap perlindungan konsumen; 
m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar 
ketentuan Undangundang. 
Konsumen dapat mengadu ke BPSK sepanjang dipenuhi persyaratan berikut : 
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1. Konsumen sebagai pihak yang mengajukan permohonan pengaduan atau 
gugatan, hanya dapat diterima jika diajukan oleh konsumen akhir. Terhadap 
pengertian konsumen akhir, juga meliputi warga negara asing yang berada di 
Indonesia, maka dapat menggugat pelaku usaha di BPSK. Gugatan sekelompok 
orang/konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, yang dikenal dengan 
sebutan gugatan class action tidak dapat diterima di BPSK demikian juga 
dengan pengajuan gugatan yang diajukan oleh LPKSM. Kedua gugatan tersebut 
hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. 
2. Yang dapat diadukan konsumen ke BPSK adalah pelaku usaha, baik orang 
perserorangan, badan usaha berbentuk hukum maupun bukan badan hukum, 
termasuk BUMD dan BUMN, bukan instansi atau lembaga pemerintah. 
3. Yang dapat diadukan ke BPSK adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan 
5 (lima) parameter perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sesuai Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: Barang yang tidak memenuhi standar, 
Informasi yang mengelabui, Cara menjual yang merugikan, Cidera janji, 
Klausula baku 
3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 
Dalam Undang-undang perlindungan konsumen LPKSM memiliki kesempatan 
untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Tugas LPKSM, adalah : 
a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan 
kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; 
c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan 
konsumen; 
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d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan 
atau pengaduan konsumen; 
e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan 
perlindungan konsumen. 
Untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum, keterbukaan dan ketertiban dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia, setiap LPKSM wajib melakukan 
Pendaftaran pada Pemerintah Kabupaten atau Kota, untuk memperoleh Tanda Daftar LPKSM 
(TDLPK) sebagai bukti bahwa LPKSM yang bersangkutan benar-benarÂ  bergerak dibidang 
Perlindungan Konsumen, sesuai dengan bunyi Anggaran Dasar dan atau Rumah Tangga dari 
Akta Pendirian LPKSM tersebut. 
Tanda Daftar LPKSM dapat dipergunakan oleh LPKSM yang bersangkutan untuk 
melakukan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di seluruh Indonesia, dan 
pendaftaran tersebut dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan merupakan suatu perizinan. 
LPKSM yang telah didirikan dan melakukan kegiatan dibidang Perlindungan Konsumen, jika 
belum mendaftarkan dan memperoleh Tanda Daftar LPKSM dari Pemerintah 
Kabupaten/Kota setempat, maka LPKSM yang bersangkutan menurut Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum memenuhi syarat atau belum 
diakui untuk bergerak diperlindungan konsumen. 
Setelah LPKSM yang bersangkutan memperoleh Tanda Daftar LPKSM, maka 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan 
hukum bagi LPKSM, untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen di Indonesia, baik 
melalui kegiatan upaya pemberdayaan konsumen dengan cara pembinaan, pendidikan 
konsumen maupun mampu melalui pelaksanaan tugas LPKSM sesuai UU Nomor 8 Tahun 
1999, berikut peraturan pelaksanaannya. 
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LPKSM posisinya amat strategis dalam ikut mewujudkan perlindungan konsumen. 
Selain menyuarakan kepentingan konsumen, lembaga ini juga memiliki hak gugat (legal 
standing) dalam konteks ligitas kepentingan konsumen di Indonesia. Hak gugat tersebut dapat 
dilakukan oleh lembaga konsumen (LPKSM) yang telah memenuhi syarat, yaitu bahwa 
LPKSM yang dimaksud telah berbentuk Badan Hukum atau Yayasan yang dalam anggaran 
dasarnya memuat tujuan perlindungan konsumen. Gugatan oleh lembaga konsumen hanya 
dapat diajukan ke Badan Peradilan Umum (Pasal 46 Undang-undang Perlindungan 
Konsumen). 
Dalam konteks, perlindungan konsumen yang mengkonsumsi barang-barang dari 
Malaysia berupa produk pangan yang beredar tanpa adanya registrasi atau pendaftaran 
melalui Balai Pengawasan Obat dan Makanan persoalan menjadi menjadi berbeda. Jika 
Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
hanya dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha yang sudah jelas-jelas melakukan 
pelanggaran yang bersifat merugikan dan sudah diketahui jelas pemilik, alamat serta nama 
perusahaan, lain halnya terhadap konsumen yang dirugikan atas produk pangan yang 
datangnya dari Malaysia secara tidak benar atau illegal. 
Proses registrasi terhadap seluruh produk pangan baik dalam negeri dan khususnya 
produk luar negeri  ditujukan guna memenuhi sistim administrasi tentang jenis-jenis produk 
pangan yang beredar, akan tetapi yang lebih diutamakan adalah untuk menjaga mutu dan 
kemanan dari produk pangan tersebut agar pihak konsumen tidak dirugikan serta benar-benar 
merasa terjamin keselamatannya dalam mengkonsumsi produk pangan tersebut. 
Adanya produk-produk pangan yang berasal dari Malaysia tanpa pendaftaran dan uji 
laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan sangat merugikan pihak konsumen. 
secara yuridis, konsumen tidak dapat  menggugat dengan dasar  Undang Undang Nomor 8 
Tahun 1999 , apabila  produk pangan dari Malaysia tersebut telah menganggu kesehatan yang 
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bersifat merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena tidak diketahui secara persis siapa 
importir, distributor atau agen yang memasarkan produk pangan asal Malaysia tersebut 
dipasaran. Dalam bahasa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 pelaku usaha tidak dikenal, 
sehingga tidak jelas siapa yang akan diadukan ataupun digugat baik di Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen ataupun lembaga pengadilan. “kekosongan hukum” dalam persoalan ini 
terjadi, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak 
mengaturnya, sehingga mau tidak mau atau suka tidak suka posisi konsumen tetap dirugikan.  
Apabila gugatan untuk melindungi konsumen tidak dapat dilakukan melalui Undang 
Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka menurut penulis satu-satunya cara gugatan di lakukan 
melalui lembaga Pengadilan Negeri dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, 
dimana konsumen menggugat pihak penjual (super market, mini market dan lain-lain) 
sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.  
Menurut pasal 1365 KUH Perdata, tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang 
membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum sejak 
drucker Arrest dalam perkara Cohen dan Lindebaum yang diputuskan pada tahun 1919  
dianut pendirian baru yang lebih luas dengan memasukkan unsur kepatutan dan kesusilaan ke 
dalam pengertian perbuatan melawan hukum, sejak saat itu perbuatan melawan hukum dapat 
diartikan sebagai perbuatan yang: 
1. melanggar hak orang lain. 
2. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 
3. Bertentangan dengan kesusilaan. 
4. Tidak sesuai dengan kepantasan dalam masyarakat prihal memperhatikan 
kepentingan orang lain.
11
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Terkait gugatan konsumen kepada pelaku usaha baik supermaket ataupun mini 
market dan lain  sebagainya yang telah memasarkan produk pangan asal Malaysia yang tidak 
terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah memenuhi unsur “ bertentangan 
dengan kewajiban hukum si pelaku” dan “.Tidak sesuai dengan kepantasan dalam masyarakat 
prihal memperhatikan kepentingan orang lain”, sehingga kepadanya dapat dituntut ganti rugi. 
Bentuk lain dari perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen terhadap 
produk-produk pangan yang illegal dan tidak terdaftar dan tidak teruji secara laboratorium 
dari Malaysia tersebut yakni berperannya secara aktif Balai Pengawasan Obat dan Makanan 
untuk melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang berasal dari malaysia serta 
bekerjanya secara optimal lembaga-lembaga perlindung konsumen yang dibentuk dengan 
swadaya masyarakat tanpa menunggu pengaduan dan laporan dari konsumen yang dirugikan 
dan tidak kalah pentingnya peran dari aparat penegak hukum serta kesadaran konsumen itu 
sendiri dalam mengkonsumsi produk-produk pangan. 
C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Produk Pangan Malaysia illegal Tetap Beredar 
Di Kota Pontianak. 
secara historis, hubungan Indonesia dengan Malaysia pernah dilanda konflik, 
Konsekuensinya, persepsi penanganan kawasan perbatasan lebih didominasi pandangan 
untuk mengamankan perbatasan dari potensi ancaman dari luar (external threat) dan 
cenderung memposisikan kawasan perbatasan sebagai sabuk keamanan (security belt). Akibat 
dari kebijakan ini khususnya dalam bidang ekonomi terjadinya kesenjangan pembangunan 
dengan negara tetangga, sarana dan prasarana yang masih minim, tingginya angka 
kemiskinan dan jumlah keluarga pra-sejahtera, terisolasinya kawasan perbatasan akibat 
rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan, rendahnya kualitas Sumber Daya 
Manusia dan lain sebagainya. 
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Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini
12
 mengatakan di 
perbatasan, terlihat bagaimana daerah kita tertinggal dan negara lain lebih maju. Helmy 
mengakui, pembangunan infrastruktur harus digencarkan di daerah perbatasan. Daerah yang 
menjadi wilayah terdepan seharusnya ditata dengan baik pula. Pendidikan, kesehatan, 
ketersediaan energi, seperti listrik, dan air bersih, juga diperhatikan. Namun, karena kondisi 
wilayah yang berbeda, diperlukan perlakuan khusus untuk setiap daerah tertinggal. 
Ketertinggalan wilayah perbatasan kalimantan Barat dengan Malaysia tentu tidak 
menyebabkan transaksi perdagangan menurun, melainkan mengalami trend kenaikan dari 
tahun ke tahun. Ini dapat dibuktikan dengan beredarnya secara meluas produk-produk yang 
datangnya dari malaysia khususnya produk pangan dan rata-rata diminati konsumen di 
kalimantan barat khususnya di Kota Pontianak.  
Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi 
Kalimantan Barat terdapat 2 (dua) perusahaan sebagai agen dari barang-barang produk  
pangan Malaysia yang dipasarkan di Kota Pontianak  yakni PD. Siam yang merupakan agen 
susu Diary Champ dan PT. Inti jaya agen Jelly Food. Dengan adanya 2 (dua) agen sebagai 
pemasok dari produk-produk pangan Malaysia ini, maka dapatlah diasumsikan seluruh 
produk yang dipasarkan telah memenuhi standard karena telah  terdaftar dan uji laboratorium 
oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. 
Persoalannya adalah masih banyak produk-produk pangan yang berasal dari 
Malaysia  tidak terdaftar di  Badan Pengawasan Obat dan Makanan   tanpa diketahui siapa 
pemasoknya atau distributornya atau agennya. Hal ini dapat dilihat dari kemasan produk 
pangan tersebut yang tidak mempunyai label ML dan nomor  seri registrasi. Pantauan di 
pasar swalayan Mitra Anda di daerah Sungai Jawi, dijumpai sejumlah makanan sejenis jelly 
dengan merek Jelly Warna Warni, Tenten Nata Jelly, Cam-cam Long Icy, serta All Joy 
                                                          
12
  Harian Kompas, 20 oktober 2012 
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Rainbow Puding Stick ataupun minuman Milo buatan Malaysia yang tidak ada registrasi 
Badan Pengawasan Obat dan Makanan  . Selain makanan dan minuman jenis jelly dan milo, 
ada pula biskuit buatan Malaysia yang tidak ada registrasi Badan Pengawasan Obat dan 
Makanan  maupun kode ML yang menandai bahwa makanan dari luar negeri itu sudah 
melalui uji kelayakan. 
Menurut Ketua Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) 
Kalimantan Barat  Burhanuddin Harris
13
  mengatakan banyaknya produk makanan dan 
kosmetik tidak layak edar, salah satu penyebabnya adalah kondisi Kalbar yang spesifik. 
Lebih lanjut Burhanuddin menyatakan konsumen di Kalimantan Barat perlu lebih teliti dalam 
membeli produk makanan agar jangan sampai membeli produk yang belum teregistrasi 
Badan Pengawasan Obat dan Makanan  atau membeli produk yang kadaluarsa. Sejauh ini 
lembaga yang terkait dengan penertiban makanan impor ilegal tersebut baru sebatas merazia 
dan menyita sebagian produk tersebut. Belum ada sanksi hukum terhadap penjual produk 
makanan dari luar negeri yang belum teregistrasi pada Badan Pengawasan Obat dan 
Makanan. 
Di lain  pihak Balai Besar Badan Pengawasan Obat dan Makanan   Kota Pontianak 
menyatakan telah menyita ratusan item produk pangan dan obat tanpa izin edar maupun 
mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Ratusan item produk itu meliputi produk 
pangan, kosmetik, obat tanpa izin edar, dan mengandung bahan yang berbahaya bagi 
kesehatan. "Kita sepanjang tahun melakukan pengawasan di semua tempat. Kalau ditemukan 
kita tarik dari pasaran untuk dimusnahkan dan dilakukan pembinaan bagi pelakunya," 
14
 
Pernyataan dari Balai Besar Badan Pengawasan Obat dan Makanan   Kota Pontianak 
tentu mengandung kebenaran karena ada tindakan tersebut di lapangan, akan tetapi menjadi 
suatu tanda tanya adalah apakah tindakan tersebut bersifat intensif atau insidentil. Artinya 
                                                          
13
  Wawancara dengan Ketua LPKL Kalimantan Barat. 
14
  Wawancara dengan salah satu staf Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kota Pontianak. 
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apakah tindakan pengawasan dalam bentuk razia hanya dilakukan pada saat moment-moment 
hari besar keagamaan saja ataukah terjadwal secara terstruktur sebagai bagian dari program 
kerja. 
Berdasarkan pengamatan penulis faktor-faktor yang menyebabkan tetap beredarnya 
produk-produk pangan illegal Malaysia di Kota Pontianak adalah sebagai berikut: 
1. Kondisi geografis. Letak Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan 
Negara malaysia khususnya Negara Bagian Serawak tidak saja hanya bisa 
dilewati dengan jalan-jalan yang telah dibuka secara resmi oleh ke 2 (dua) 
negara, melainkan banyak jalan-jalan yang dapat ditempuh untuk keluar-masuk 
ke 2 (dua) negara. Kondisi seperti ini tentu sangat sulit untuk dilakukan deteksi 
dan pengawasan pergerakan lalu lintas barang dan manusia. Atas kondisi seperti 
ini, menjadi peluang untuk sebagian orang memasukkan barang-barang 
dagangan tanpa dokumen serta tanpa diketahui siapa pemiliknya. 
2. Penegakan Hukum. Penegakkan hukum terhadap produk –produk pangan yang 
tidak terdaftar di Balai Pengawasan Obat dan Makanan sebagai tanda uji layak 
untuk di konsumsi oleh konsumen sangat lemah. Para distributor atau agen 
sebagai pemasok produk pangan tersebut tidak pernah diketahui, sehingga 
penegak hukum hanya terbatas pada razia-razia di toko-toko atau swalayan, 
supermarket, mini market yang menjual produk pangan tersebut. 
3. Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan 
Makanan berserta dengan Tim Teknis terkait tidak terlalu aktif. Temuan – 
temuan dilapangan terhadap produk-produk pangan asal Malaysia yang tidak 
terdaftar hanya sekedar dikumpulkan lalu dimusnahkan tanpa memproses secara 
hukum pemilik dari tempat penjualan tersebut. 
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4. Kesadaran konsumen. Konsumen di Kota Pontianak kurang menyadari dan 
sangat tidak berhati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi produk-produk 
pangan asal Malaysia yang tidak terdaftar tersebut. Banyaknya konsumen yang 
membeli produk-produk pangan tersebut, membuat produk pangan tersebut 
tetap ada di pasaran. Di lain pihak, keterbatasan pengetahuan konsumen atas 
regulasi yang dibuat oleh pemerintah khususnya Badan Pengawas Obat dan 
Makanan menyebabkan para konsumen tetap membeli dan mengkonsumsi 
produk pangan tersebut meskipun tidak melalui uji kelayakan. 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan. 
1. Bahwa pada prinsipnya kebijakan pemerintah dalam melindungi konsumen telah 
tertuang dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, contohnya Undang 
Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Usaha Tidak Sehat; Undang Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen; 
Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian 
Sengketa ;Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta ; Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang 
Merek dan lain sebagainya,  khusus perlindungan konsumen terhadap produk pangan 
yang berasal dari Malaysia juga sudah terlindungi melalui Peraturan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Nomor  HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang 
Pendaftaran Pangan Olahan , yang intinya mewajibkan pada pelaku usaha untuk 
mendaftarkan produk pangannya baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri agar 
dapat diuji kelayakanya demi menjaga kemanan dan kesehatan serta keselamatan 
konsumen. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap 
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produk-produk pangan yang berasal dari malaysia pada tataran normatif sudah terpenuhi. 
Artinya jika produk-produk pangan tersebut masuk ke pasaran secara benar berarti 
pangan tersebut sudah terjamin dan dijamin oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan 
akan standard dan mutunya. Berbeda halnya jika produk-produk pangan tersebut masuk 
kepasaran tanpa proses adminitrasi yang benar, sehingga kebijakan pemerintah untuk 
menekan dan meminimalisir beredarnya produk-produk pangan tersebut hanya dengan 
melakukan razia-razia. 
2. Bahwa secara yuridis, konsumen tidak dapat  menggugat dengan dasar  Undang Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 , apabila  produk pangan dari Malaysia tersebut telah menganggu 
kesehatan yang bersifat merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena tidak diketahui 
secara persis siapa importir, distributor atau agen yang memasarkan produk pangan asal 
Malaysia tersebut dipasaran. Dalam bahasa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 
pelaku usaha tidak dikenal, sehingga tidak jelas siapa yang akan diadukan ataupun 
digugat baik di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun lembaga pengadilan. 
“kekosongan hukum” dalam persoalan ini terjadi, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak mengaturnya, sehingga mau tidak mau atau 
suka tidak suka posisi konsumen tetap dirugikan.  Apabila gugatan untuk melindungi 
konsumen tidak dapat dilakukan melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka 
menurut penulis satu-satunya cara gugatan di lakukan melalui lembaga Pengadilan 
Negeri dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, dimana konsumen menggugat 
pihak penjual (super market, mini market dan lain-lain) sebagaimana yang diatur dalam 
pasal 1365 KUHPerdata.  
3. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tetap beredarnya produk-produk pangan illegal 
Malaysia di Kota Pontianak adalah kondisi geografis wilayah perabatasan Kaliman Barat 
dengan Malaysia, penegakan hukum yang lemah, pengawasan yang tidak optimal 
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(insedentil) dan kesadaran konsumen yang lemah serta keterbatasan pengetahuan 
konsumen atas regulasi yang dibuat oleh pemerintah khususnya Badan Pengawas Obat 
dan Makanan menyebabkan para konsumen tetap membeli dan mengkonsumsi produk 
pangan tersebut meskipun tidak melalui uji kelayakan. 
B. Saran. 
1. Agar Badan Pengawas Obat dan  Makanan dan instansi terkait baik Kepolisian maupun 
Dinas Kesehatan lebih intensif lagi melakukan pengawasan terhadap produk-produk 
pangan Malaysia yang tidak terdaftar dan tidak teruji kelayakannya. Sesering mungkin 
melakukan pengawasan dalam bentuk razia-razia, maka peredaran produk- produk 
pangan tersebut dapat diminimalisir. 
2. adanya upaya tindakan nyata dari Badan Pengawas Obat dan  Makanan dan instansi 
terkait baik Kepolisian maupun Dinas Kesehatan dalam rangka penegakan hukum 
kepada pihak-pihak yang menjual produk- produk pangan  tersebut di pasaran. Dengan 
demikian akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah serius dalam menangani 
peredaran produk pangan asal Malaysia  tidak terdaftar yang selama ini hanya memberi 
teguran-teguran kepada pihak penjual (supermarket, swalayan, mini market dan lain 
sebagainya). 
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